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ABSTRAK 

Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah telah 

terjadinya praktik hutang kopi dibayar cengkih antara pihak yang 

berhutang dan pihak yang memberikan hutang di Desa Sindang Agung 

Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara. Akad dalam 

transaksi tersebut adanya kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah 

pihak, pihak pemberi hutang memberikan syarat apabila telah jatuh 

tempo petani harus mengembalikan hutangnya menggunakan cengkih 

dengan menghitung harga kopi dan cengkih saat jatuh tempo. Hutang 

piutang  seperti ini sudah berlangsung lama hingga sekarang. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana 

praktik hutang kopi dibayar cengkih di Desa Sindang Agung 

Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara. 2) Bagaimana 

pandangan hukum Islam terhadap hutang kopi dibayar cengkih di 

Desa Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung 

Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik 

hutang kopi dibayar cengkih di Desa Sindang Agung Kecamatan 

Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara dan untuk mengetahui 

pandangan hukum Islam terhadap praktik hutang kopi dibayar cengkih 

di Desa Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten 

Lampung Utara. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan 

(field research) data primer diperoleh dari hasil wawancara dan 

dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan cara dan 

pemeriksaan data dan sistematika data. Analisis data dilakukan dengan 

cara analisis deskriptif. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa praktik 

pelaksanaan hutang kopi dibayar cengkih di Desa Sindang Agung 

Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara terjadi ketika 

pihak berhutang meminjam kopi kepada pihak pemberi hutang dan 

hutang tersebut dibayar pada tahun depan menggunakan cengkih. 

Perjanjian hutang piutang ini dilakukan secara lisan dan berdasarkan 

asas kepercayaan. Dalam praktiknya kopi dan cengkih mengalami 

kenaikan harga sehingga pihak berhutang dan pihak pemberi hutang 

tidak saling merugikan. Ketika sudah jatuh tempo hutang tersebut 

belum dapat dibayarkan oleh pihak berhutang maka pihak pemberi 

hutang tetap akan memberikan kelonggaran waktu sampai hutang 

tersebut lunas. Hutang kopi dibayar cengkih yang terjadi di Desa 

Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara 

hukumnya mubah. Dikarenakan hal ini tidak termasuk riba sehingga  

tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

Kata Kunci: Hutang Piutang, Kopi, Cengkih 
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MOTTO 

 

ٓ اَجْرٌ كَرِيٌْْ  عِفَهٗ لََٗ وَلََٗ ناً فيَُضه َ قرَْضًا حَس َ يْ يقُْرضُِ الّلّه ِ  مَنْ ذَا الَّذ

( ١١) الحديد:    

 “Barang siapa menghutangkan karena (Allah SWT) dengan hutang 

yang baik, maka Allah SWT akan melipat gandakan (balasan) 

pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.“  

(Q.S. Al-Hadid : 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Menghindari terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam 

memahami judul skripsi ini, maka diperlukan  penguraian dari 

beberapa istilah yang terkandung di dalam skripsi ini, judul skripsi 

ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Kopi 

Dibayar Cengkih (Studi di Desa Sindang Agung Kecamatan 

Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara).” Adapun beberapa 

istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Tinjauan Hukum Islam 

a. Tinjauan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) 

diartikan sebagai pandangan, pendapat, atau perbuatan 

meninjau sesuatu hal tertentu yang menjadi objek 

penelitian.
1
  

b. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, 

perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang 

Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah 

representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan 

hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.
2
 

Jadi yang dimaksud dengan tinjauan hukum Islam 

adalah pandangan terhadap sesuatu yang dnidasarkan 

dengan peraturan nash yaitu Al-Qur’an dan As-sunnah 

untuk mengatur kehidupan manusia. 

2. Hutang Kopi Dibayar Cengkih 

a. Hutang ialah memberikan sesuatu kepada orang lain yang 

membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam 

jumlah tertentu. dengan perjanjian yang telah disepakati 

                                                             
1 Departemen Pedidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Pusat Bahasa, 2011), 181.   
2 Schacht Joseph, Pengatur Kom, Terjemah An Introduction to Islandic Low 

(Bandung: Nuanta, 2010), 21.   



 

 

2 

bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus 

mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya 

dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada 

waktu yang telah ditentukan.
3
 

b. Kopi merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan 

yang sudah lama dibudidayakan dan memiliki nilai 

ekonomis yang lumayan tinggi.
4
 

c. Cengkih bernama latin Syzygium aromaticum adalah 

tanaman asli Indonesia yang banyak digunakan sebagai 

bumbu, cengkih termasuk jenis tumbuhan perdu 

berbentuk kerucut.
5
 

Jadi yang dimaksud dengan hutang kopi dibayar 

cengkih adalah transaksi memberikan sesuatu berupa kopi 

dengan perjanjian kopi tersebut harus dikembalikan 

menggunakan cengkih dalam jangka waktu yang telah 

ditentukan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat 

dipahami bahwa maksud judul skripsi ini adalah tentang 

bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hutang kopi 

dibayar cengkih di Desa Sindang Agung Kecamatan 

Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara.  

 

B. Latar Belakang 

Hutang piutang dalam Islam mengandung nilai ta‟awun 

(tolong menolong). Hukum hutang piutang adalah sunah bagi 

pemberi hutang dan boleh bagi orang yang berhutang.
6
 Hal 

tersebut dikarenakan mengandung suatu kebaikan, yaitu menolong 

orang yang sedang ditimpa kesukaran. Allah Swt berfirman dalam 

Al-Qur’an sebagai berikut:  

                                                             
3 A. Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Bandar 

Lampung: Permanet, 2015), 165.   
4 Edy Panggabean, Buku Pintar Kopi (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2011), 

15.    
5 Wahyu Annisha, Mengenal Aneka Flora Dan Fauna Indonesia (Laksana 

Diva Press, n.d.), 110.  
6 Achmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2013), 173.     
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                            

            

  “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah 

sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S. Al-Maidah [5] : 2) 

 Ayat tersebut menjelaskan bahwa, setiap manusia 

diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebajikan. 

Hubungan antar sesama dalam bentuk ta‟awun tersebut dalam 

Islam lebih dikenal dalam istilah muamalah. Muamalah adalah 

interaksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam 

kehidupan sehari-hari dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan 

hidup.
7
 Definisi hutang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada 

seseorang dengan perjanjian akan membayar dengan jumlah yang 

sama.
8
 Misalnya hutang uang Rp. 300.000 dibayar uang Rp. 

300.000, hutang gandum dibayar dengan gandum dan lain 

sebagainya. 

Fenomena yang terjadi di Desa Sindang Agung Kecamatan 

Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara yaitu masyarakat 

melakukan praktik hutang kopi dibayar dengan cengkih. Praktik 

tersebut sudah sering dilakukan masyarakat di Desa Sindang 

Agung yang mana kondisi ini sudah berlangsung sejak beberapa 

tahun lalu, mereka berhutang kepada bos kopi atau sering disebut 

dengan pengepul. 

Transaksi hutang piutang yang terjadi di Desa Sindang Agung 

Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara yaitu pihak 

pemberi hutang memberikan pinjaman berupa kopi kepada pihak 

yang berhutang kemudian pihak pemberi hutang dan pihak yang 

berhutang sama-sama sepakat bahwa hutang kopi tersebut dibayar 

pada musim panen tahun depan. Pihak pemberi hutang meminta 

                                                             
7 Imam Mustofa, Fiqih Mu‟amalah Kontemporer (Yogyakarta: Kaukaba 

Dipantara, 2014), 5.  
8 Chairuman dan Suhrawardi, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: 

Sinar Grafik, 1994), 136.    
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kepada pihak yang berhutang untuk membayar hutang kopi 

menggunakan cengkih dengan menghitung harga kopi dan 

cengkih saat jatuh tempo. 

Mekanisme praktik hutang kopi dibayar cengkih di Desa 

Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung 

Utara ialah petani meminjam kopi 100 Kg dengan harga saat 

meminjam Rp. 20.000/Kg jadi 100 Kg Kopi senilai dengan uang 

Rp. 2.000.000 dan harga cengkih Rp. 80.000. Ketika jatuh tempo 

harga kopi naik menjadi Rp. 22.000/Kg maka dibayar dengan 

cengkih senilai Rp. 2.200.000 nilai tersebut didapat dari 100 Kg 

kopi dikali dengan harga kopi pada saat jatuh tempo yaitu Rp. 

22.000/Kg sedangkan harga cengkih pada saat jatuh tempo mejadi 

Rp. 100.000/Kg. Jadi, total cengkih yang harus dibayar adalah 22 

Kg senilai dengan uang Rp. 2.200.000. 

Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan terutama dari sisi 

pihak yang berhutang karena memberikan syarat membayar 

hutang menggunakan cengkih sedangkan tahun depan cengkih 

belum tentu berbuah dan hasil panen tidak menentu setiap 

tahunnya. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai 

ketentuan hukum Islam terhadap fenomena hutang piutang 

tersebut apakah diperbolehkan atau melanggar ketentuan hukum 

Islam. 

Berdasarkan uraian dan pemaparan tersebut peneliti tertarik 

untuk mengkaji lebih dalam dan mengadakan penelitian agar 

menambah pemahaman kita mengenai “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Hutang Kopi Dibayar Cengkih”. (Studi di Desa Sindang 

Agung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara). 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian (Penelitian Kualitatif) 

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi 

kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data 

yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam 

penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat 

kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian 

ini. Penelitian ini akan difokuskan pada hutang kopi dibayar 
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cengkih dan sub fokus penelitian ini pada tinjauan hukum Islam 

praktik hutang kopi dibayar cengkih di Desa Sindang Agung 

Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara. 

 

D. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana praktik hutang kopi dibayar cengkih di Desa 

Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten 

Lampung Utara?  

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hutang kopi 

dibayar cengkih di Desa Sindang Agung Kecamatan Tanjung 

Raja Kabupaten Lampung Utara? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi untuk memilih 

judul ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai 

berikut:  

1. Untuk mengetahui praktik hutang kopi dibayar cengkih di 

Desa Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten 

Lampung Utara.  

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik 

hutang kopi dibayar cengkih di Desa Sindang Agung 

Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan  tujuan  penelitian  yang  hendak  dicapai,  maka  

penelitian  ini diharapkan mempunyai  manfaat dalam  pendidikan 

baik  secara  langsung maupun  tidak langsung. Adapun  manfaat  

penelitian  ini  adalah sebagai berikut :  

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah 

keilmuan hukum ekonomi syariah, khususnya tentang hutang 

piutang dan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi 

yang besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama 
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permasalahan dan status hukum Islam serta dapat 

memperkaya pemahaman tentang Islam. 

2. Secara Praktis  

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai pedoman bagi 

masyarakat dalam praktik hutang kopi dibayar cengkih di 

Desa Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten 

Lampung Utara dan masyarakat luas pada umumnya. 

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi 

tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) 

pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.  

 

G. Kajian Penelitain Terdahulu Yang Relevan 

Salah satu cara penyusunan skripsi ini, berusaha melakukan 

penelitian lebih awal terhadap pustaka yaitu berupa karya-karya 

skripsi terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang 

diteliti oleh penulis. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang 

terkait dengan penelitian penulis:  

1. Riyanto (2019) Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, dengan 

judul “Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan 

Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di 

Desa Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung 

Kabupaten Lampung Tengah”. 

Skripsi ini berfokus pada hutang pupuk dibayar dengan 

padi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

pelaksanaan hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di 

Desa Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung 

Kabupaten Lampung Tengah ditinjau dari Perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah. Hutang Piutang pupuk dibayar dengan padi 

di Desa Bumi Nabung Timur dilakukan berdasarkan 

kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pemilik toko pupuk 

sebagai pemberi hutang dan petani selaku penghutang, 

kesepakatan dilakukan secara lisan dan berdasarkan asas 

kepercayaan. 
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Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dilakukan 

dengan metode pengumpulan data dengan cara wawancara 

dan dokumentasi, sumber data yang digunakan yaitu data 

primer dan sekunder, serta teknis analisa data yang digunakan 

adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif.  

Hasil dari penelitian yaitu hutang piutang pupuk dibayar 

dengan padi di Desa Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi 

Nabung Kabupaten Lampung Tengah tidak sesuai dengan 

syariat Islam. Hal ini dikarenakan lebih besar mudharatnya 

dibandingkan dengan maslahatnya. Maslahat dari adanya 

hutang-piutang pupuk ini adalah membantu meringankan 

beban para petani sehingga membantu juga proses penanaman 

padi dan yang terpenting adalah terjalinnya silaturahmi antara 

petani dan pemilik toko pupuk. Mudharat dari utang-piutang 

ini adalah pemilik toko pupuk menggunakan praktik hutang 

piutang pupuk ini untuk mencari keuntungan sebanyak-

banyaknya, memperkaya diri dan mengeksploitasi petani yang 

sedang kesusahan. Berdasarkan fiqh praktek hutang-piutang 

pupuk ini merupakan unsur riba nasi‟ah.
9
 

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian 

yang penulis lakukan yaitu sama-sama termasuk penelitian 

lapangan dilakukan dengan metode pengumpulan data dengan 

cara wawancara dan dokumentasi. Selain itu, persamaannya 

adalah sama-sama membahas tentang hutang piutang. 

Perbedaan penelitian relevan di atas dengan penelitian 

yang peneliti lakukan yaitu objek yang dihutang berbeda. 

Objek yang dihutang pada penelitian relevan di atas adalah 

pupuk, sedangkan yang menjadi objek hutang pada penelitian 

ini adalah kopi. Perbedaan selanjutnya yaitu objek yang 

digunakan untuk membayar hutang, pada penelitian relevan di 

atas objek untuk membayar hutang yaitu padi yang mana padi 

ini bisa dipanen dua kali dalam satu tahun, sedangkan objek 

                                                             
9 Riyanto, “Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi 

Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Studi Kasus: di Desa Bumi 
Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah” (Skripsi, 

IAIN Metro, 2019), 51.  
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yang digunakan untuk membayar hutang dalam penelitian 

yang akan peneliti lakukan yaitu cengkih yang mana cengkih  

ini dipanen satu kali dalam setahun.  

2. Rosidah Rizky Siregar (2020) Skripsi Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan 

judul “Tinjauan Hukum Pembayaran Hutang Dengan Barang 

Yang Tidak Sejenis Dalam Sistem Pembayaran Hutang 

Perhari Menurut Wahbah Az-zuhaili di Desa Tanjung Pasir 

Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat”. 

Skripsi ini berfokus pada praktik pelaksanaan hutang 

piutang yang dibayar dengar barang yang tidak sejenis yang 

terjadi di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu 

adalah hutang piutang yang hampir sama dengan akad hutang 

piutang pada umumnya. Hanya saja objek yang digunakan 

dalam pembayarannya berbeda yaitu hutang uang dibayar 

dengan barang yang berbeda jenis yang akan berakibat 

menjadi perubahan nilai yang berbeda. Terjadinya kegiatan 

hutang  piutang yang mana sistem pembayaranya hutang 

tersebut dengan barang yang berlainan jenis dikarenakan 

faktor ekonomi yang lagi-lagi menjadi alasan untuk 

melakukan hutang piutang.  

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu jenis 

penelitian termasuk penelitian yuridis empiris, menggunakan 

data primer dan sumber data skunder, pengumpulan data 

dilakukan dengan cara interview dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini ialah pandangan Wahbah Az-Zuhaili 

tentang pembayaran hutang dengan barang yang tidak sejenis 

dalam sistem pembayaran hutang perhari yaitu tidak 

diperbolehkan karena wajib hukumnya bagi peminjam untuk 

mengembalikan harta mitsli dan mengembalikan harta semisal 

dalam bentuknya bahwa pembayaran hutang piutang wajib 

dibayar dengan yang sepadan, karena hutang menuntut 

pengembalian yang sepadan.
10

 

                                                             
10 Rosidah Rizky Siregar, “Tinjauan Hukum Pembayaran Hutang Dengan 

Barang Yang Tidak Sejenis Dalam Sistem Pembayaran Hutang Perhari Menurut 
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Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian 

yang penulis lakukan yaitu sama-sama termasuk penelitian 

lapangan dilakukan dengan metode pengumpulan data dengan 

cara wawancara dan dokumentasi. Selain itu, perasamaannya 

adalah sama-sama membahas tentang hutang piutang tidak 

sejenis. 

Perbedaan penelitian relevan di atas dengan penelitian 

yang akan peneliti lakukan yaitu kurun waktu pembayaran 

hutangnya. Penetilian relevan di atas hutang dibayar perhari, 

sedangkan kurun waktu pembayaran hutang dalam penelitian 

yang peneliti lakukan yaitu dibayar pada saat musim panen 

tiba selama satu tahun kedepan setelah dilakukannya akad 

hutang piutang.  

3. Mega Septriyani (2018) Skripsi Fakultas Syariah Jurusan 

Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang 

Barang Dibayar Setelah Panen di Desa Ceringin Asri 

Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran”.
11

 

Skripsi ini menjelaskan bahwa praktik perjanjian hutang 

piutang yang terjadi di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way 

Ratai Kabupaten Pesawaran merupakan perjanjian antara 

petani dan ketua kelompok tani. Perjanjian hutang piutang 

tersebut petani meminjam barang kepada ketua kelompok 

tani, barang yang dijadikan objek transaksi ialah bibit, pupuk 

dan obat-obatan untuk menggarap sawah, barang tersebut 

akan dibayar dengan uang dengan nominal lebih dari harga 

objek transaksi pada musim panen, dan kelebihan tersebut 

ditentukan oleh ketua kelompok tani. Kemudian apabila 

petani tidak bisa mengembalikan hutangnya pada saat jauh 

tempo (panen), maka petani harus mengembalikan hutangnya 

dengan tambahan 5% pada musim berikutnya, namun apabila 

panen berikutnya petani masih belum bisa mengembalikan 

                                                                                                                                   
Wahbah Az-Zuhaili, Studi Kasus: Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu 

Kabupaten Langkat” (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2020), 56.  
11 Mega Septriyani, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Barang 

Dibayar Setelah Panen, Studi Kasus: Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai 

Kabupaten Pesawaran” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 2.  
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hutangnya, maka petani harus menambah 5% lagi dari pokok 

pinjaman, jadi jumlahnya 10%, begitu seterusnya.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah 

metode kualitatif, dengan pendekatan induktif. Alasannya  

metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan 

dalam mengolah datanya. Jenis dan sifat penelitian yaitu 

penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat deskriptif 

normatif. Menggunakan data primer dan skunder untuk 

menghasilkan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian 

langkah yang sistematis dan alat pengumpulan data yaitu 

observasi, wawancara, dokumentasi. Metode pengolahan data 

editing, organizing, dan analizing. 

Hasil penelitian skripsi ini ialah hutang piutang antara 

petani dan ketua kelompok tani di Desa Ceringin Asri 

Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran ternyata tidak 

sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, karena hutang 

piutang tersebut mengandung unsur riba, dan berapun 

kecilnya riba itu tetap haram.
12

 

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian 

yang penulis lakukan yaitu membahas tentang hutang piutang 

yang dibayar pada musim panen. Perbedaan penelitian relevan 

di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu objek 

yang dihutang berbeda. Objek yang dihutang pada penelitian 

relevan di atas adalah bibit, pupuk, dan obat-obatan, 

sedangkan yang menjadi objek hutang pada penelitian ini 

adalah kopi. Perbedaan selanjutnya yaitu objek yang 

digunakan untuk membayar hutang, pada penelitian relevan di 

atas objek untuk membayar hutang yaitu uang, sedangkan 

objek yang digunakan untuk membayar hutang dalam 

penelitian yang akan peneliti lakukan adalah cengkih.  

4. Siska Putryana (2021) Skripsi Fakultas Syariah Jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri 

Bengkulu dengan judul “Praktik Hutang Piutang Antara 

                                                             
12 Ibid., 82. 
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Petani dengan Toke Kopi Persfektif Hukum Islam di Pekan 

Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma”. 

Skripsi ini fokus pada akad pelaksanaan hutang piutang 

(qardh) pada masyarakat wilayah Pekan Tambang Kecamatan 

Lubuk Sandi Kabupaten Selama menggunakan akad hutang 

piutang dengan lisan antara pemberi hutang dan penerima 

hutang. Biasanya petani meminjam uang kepada toke kopi 

karena kebutuhan yang mendesak dan mendadak, yaitu untuk 

biaya kebutuhan lahan kebun kopi, untuk biaya pendidikan 

anak dan untuk menunjang kebutuhan ekonomi lainnya. 

Metode yang digunakan dalam sakripsi ini menggunakan 

jenis penelitian field research (penelitian lapangan) yaitu 

penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di 

lapangan yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam 

mengenai latar belakang keadaan sekarang. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang 

digunakan oleh penulis adalah dengan wawancara dan 

dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat 

antara teori yang didapat dengan praktik yang ada di 

lapangan. 

Hasil dari penelitian skripsi ini ialah hutang piutang yang 

dilakukan di Pekan Tambang yaitu adanya penambahan syarat 

dalam akad hutang piutang, syarat tersebut ialah apabila 

petani kopi ingin meminjam uang kepada toke kopi maka 

petani kopi tersebut harus menjual seluruh hasil kebun kopi 

kepada toke kopi sebagai pemberi hutang dan dengan harga 

yang lebih rendah dari harga aslinya yang ditentukan 

berdasarkan kualitas kopi tersebut, pengurangan harga kopi 

yang diturunkan oleh toke yaitu dengan nominal Rp. 500,00-

Rp. 1.000,00/Kg-Nya. Hutang piutang yang dilakukan 

tersebut menimbulkan kerugian salah satu pihak yaitu para 

petani, syarat yang diberikan kepada petani kopi 

menyebabkan petani kopi tidak dapat menjual seluruh atau 

sebagian hasil perkebunan milik petani kepada toke kopi yang 

lebih tinggi harganya. Transaksi hutang piutang tersebut 
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termasuk dalam unsur yang dilarang hukum Islam. Hutang 

piutang yang mengandung unsur kemanfaatan dan sudah 

menjadi kebiasaan ini tidak diperbolehkan dalam agama 

Islam. utang piutang ini menjadi batal atau tidak sempurna, 

karena salah satu rukun hutang piutang tidak terpenuhi yaitu 

adanya keraguan dan keterpaksaan petani kopi meminjam 

uang kepada toke karena adanya penambahan syarat yang 

diberikan toke kopi dan telah menjadi kebiasaan. Hutang 

piutang dengan adanya pengambilan manfaat hukumnya 

adalah riba yang diharamkan.
13

 

Perbedaan penelitian relevan di atas dengan penelitian 

yang peneliti lakukan yaitu fokus penelitian yang dikaji 

berbeda. Fokus kajian penelitian relevan di atas adalah akad 

yang digunakan, sedangkan pada penelitian ini adalah 

penerapannya. Persamaannya adalah sama-sama membahas 

tentang hutang piutang antara petani dan bos kopi. 

5. Amelia Andriyani (2017) Skripsi Fakultas Syariah Jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Praktek Hutang Hutang Bersyarat di Desa Tri 

Makmur Jaya Menggala Timur”. 

Skripsi ini fokus pada hutang piutang bersyarat yang 

terjadi di Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timur yaitu 

debitur meminjam kepada kreditur sejumlah uang untuk 

kebutuhan hidupnya. Kreditur bersedia meminjamkan uang 

tersebut dengan syarat debitur harus mempunyai tambak dan 

hasil dari panennya harus dijual kepada kreditur. 

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu debitur harus 

memenuhi syarat-syarat yang dibuat sepihak oleh kreditur 

berupa: Debitur yang berhutang harus mempunyai tambak 

(baik milik sendiri atau meyewa dari orang lain), debitur yang 

berhutang harus berutang diatas Rp. 3.000.000, hutang 

tersebut harus dibayar dengan hasil panen dan harganya 

                                                             
13 Siska Putryana, “Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke 

Kopi Persfektif Hukum Islam, Studi Kasus: Di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk 

Sandi Kabupaten Seluma” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2018), 7-60. 
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ditentukan oleh kreditur yang memberikan hutang, kreditur 

membeli dengan harga di bawah standar (di bawah harga 

pasar). 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk megetahui 

pelaksanaan transaksi utang piutang bersyarat di Desa Tri 

Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang 

Bawang. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap 

pandangan tokoh agama tentang transaksi utang piutang 

bersyarat di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur 

Kabupaten Tulang Bawang. 

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu jenis 

penelitian yang termasuk dalam penelitian normatif empiris, 

sifat penelitian yang digunakan yaitu bersifat deskriptif 

kualitatif. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer dan 

data skunder. Sample dalam penelitian ini yaitu masyarakat 

yang berhutang di Desa Tri Makmur Jaya Kecamatan 

Menggala Timur, juragan yang memberikan hutang kepada 

masyarakat. Metode pengumpulan data yaitu observasi, 

interview, dokumentasi dan teknik analisis data yang 

digunakan yaitu deskriptif. 

Hasil dari penelitian ini yaitu menurut hukum Islam 

pelaksanaan hutang piutang bersyarat boleh dilakukan, tetapi 

kebolehan tersebut belum bersentuhan dengan harta yang 

dapat dipinjamkan. Para ulama sepakat bahwa boleh 

meminjamkan harta yang bisa ditakar, ditimbang ataupun 

dimakan. Hutang piutang bersyarat yang terjadi di  Desa Tri 

Makmur Jaya dalam hutang piutang secara prinsip dapat 

diterima oleh hukum Islam, tetapi akad hutang piutang 

tersebut menjadi fasad (rusak) karena ada persyaratan 

tersebut.
14

 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang 

penulis lakukan yaitu terdapat syarat yang harus dipenuhi 

dalam transaksi hutang piutang dan hutang tersebut 

                                                             
14 Amelia Andriyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang 

Hutang Bersyarat, Studi Kasus: Di Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timur” (Skripsi, 

UIN Raden Intan Lampung, 2017), 8-59. 



 

 

14 

dibayarkan setelah panen tiba. Metode yang digunakan 

terdapat persamaan yaitu penelitian kualitatif. Perbedaan 

penelitian yang dilakukan oleh saudari Amalia Andriyani 

dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu berbeda dalam 

syarat yang digunakan ketika akad hutang piutang terjadi, 

dalam penelitian di atas menggunakan syarat debitur yang 

berhutang harus berhutang di atas Rp.3000.000 sedangkan 

syarat yang yang ada dalam penelitian yang penulis teliti yaitu 

hutang kopi harus dibayar dengan cengkih, terdapat perbedaan 

objek antara penelitian yang dilakukan oleh saudari Amelia 

Andriyani dengan penelitian yang penulis lakukan. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif. Untuk menghasilkan gambaran yang baik, dibutuhkan 

serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah 

tersebut terdiri atas: 

1. Jenis dan Sifat penelitian.  

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (Field 

Research) yaitu suatu penelitian yang mengumpulkan 

datanya di ambil dari lokasi atau lapangan.
15

 Penelitian ini 

bertujuan untuk mencari informasi seputar permasalahan 

yang dikaji baik berupa interview kepada orang 

yangmemberi hutang dan interview kepada orang yang 

berhutang di Desa Sindang Agung Kecamatan Tanjung 

Raja Kabupaten Lampung Utara. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif 

analisis yaitu dilakukan dengan cara menggambarkan 

fakta yang ada, sehingga lebih mudah untuk dipahami, 

                                                             
15 Kartini Kartano, Pengantar Metodologi Risert Sosial (Bandung: Mandar 

Maju, 1996), 81.  
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kemudian dianalisis lalu disimpulkan.
16

 Penelitian 

deskriptif analisis ini dipergunakan peneliti untuk 

memperoleh data penelitian yang sebenarnya. Maka dari 

itu dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hutang kopi 

dibayar cengkih di Desa Sindang Agung Kecamatan 

Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara. 

2. Data dan Sumber Data 

Sumber data adalah orang atau objek yang dapat 

memberikan data informasi fakta dan realita yang terkait atau 

relevan dengan apa yang diteliti atau dikaji.
17

 Pada penelitian 

ini sumber data dibagi menjadi dua yakni: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diterima langsung dari 

subjek yang akan diteliti (responden) dengan tujuan untuk 

mendapatkan data yang kongkrit.
18

 Untuk menjawab 

pertanyaan penelitian, dalam penelitian ini peneliti 

memperoleh sumber data primer melalui informan yaitu 

pihak yang dapat memberikan keterangan atau informasi 

langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, 

yakni para pihak baik orang yang menghutangkan dan 

yang berhutang dalam praktik akad hutang piutang kopi 

dibayar dengan cengkih. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data 

pendukung dari data primer yaitu berupa buku-buku, 

jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan judul penulis. 

 

 

 

                                                             
16 Saifuddin Azwar, Metodologi Peelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1998), 66.    
17 Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial Agama 

(Bandung: PT Rosda Karya, n.d.). 
18 Bagong Suryanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2005), 55  
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3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Suatu cara untuk mengumpulkan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek 

penelitian, wawancara adalah pertemuan dua orang atau 

lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab untuk mendapatkan informasi tertentu. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang.
19

 Jadi metode ini 

untuk pengumpulan data-data baik berupa arsip-arsip atau 

dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang 

mempunyai karakteristik yang sama.
20

 Bisa juga disebut 

sebagai himpunan keseluruhan karakteristik dan objek 

yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 112 

terdiri dari 110 orang yang berhutang dan 2 orang yang 

memberikan hutang di Desa Sindang Agung Kecamatan 

Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara. 

b. Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti, dan dinamakan sampel apabila kita bermaksud 

untuk menggeneralisasikan hasil penelitian. Berdasarkan 

pendapat Suharsimi Arikunto, bahwa apabila populasi 

kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua, 

sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Jika 

                                                             
19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Bandung: Alfa Beta, 

2011), 240.  
20 Soejarno Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 

2022), 172.  
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subjeknya lebih dari 100, maka diambil 10%.
21

 

Pegambilan sampel ini bertujuan untuk memilih 

responden yang benar dan tepat, relevan dan kompeten 

dengan masalah yang akan dipecahkan. Berdasarkan 

pendapat tersebut maka responden dari penelitian ini 

adalah terdiri dari 12 orang yaitu 2 orang yang memberi 

hutang dan 10 orang yang berhutang.  

5. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan peneliti adalah: 

a. Editing  

Editing yaitu pemeriksaan kembali dari semua data 

yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan 

makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi 

dengan penelitian. Teknik ini digunakan penulis untuk 

memeriksa kelengkapan data-data yang sudah 

dikumpulkan dan akan digunakan sebagai sumber-sumber 

studi dokumentasi. 

b. Organizing 

Organizing yaitu menyusun kembali data yang telah 

didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka 

paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan 

masalah secara sistematis.  

6. Teknik Analisis data 

Setelah diperoleh data melalui alat pengumpulan data di 

atas, maka akan dilakukan analisis deskriptif terhadap data 

tersebut yaitu menyajikan fakta secara sistematik sehingga 

dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan karena 

penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara 

sistematik dan akurat dan karakteristik mengenai bidang 

tertentu. 

 

 

                                                             
21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 17.  
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I. Sistematika Pembahasan 

 

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa 

yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang 

terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab 

sebagai berikut : 

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 

penegasan judul, latar belakang, identifikasi masalah, fokus dan  

sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 

penelitian, sistematika pembahasan. 

Bab II : Landasan teori merupakan pembahasan tentang 

pegertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-

macam akad, pengertian hutang piutang, dasar hukum hutang 

piutang, rukun dan syarat hutang piutang, etika dalam transaksi 

hutang piutang, berakhirnya akad hutang piutang, pegertian riba, 

dasar hukum riba, macam-macam riba, dan hikmah dilarangnya 

riba. 

Bab III : Membahas tentang, sejarah singkat Desa Sindang 

Agung, keadaan geografis Desa Sindang Agung, keadaan 

penduduk Desa Sindang Agung, kondisi sosial ekonomi, serta 

membahas tentang praktik hutang kopi dibayar cengkih, pihak 

yang bertransaksi, faktor terjadinya hutang kopi dibayar cengkih, 

jangka waktu perjanjian hutang kopi dibayar cengkih. 

Bab IV : Analisa penelitian yang membahas mengenai 

praktik hutang kopi dibayar cengkih di Desa Sindang Agung 

Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara. Dan 

pandangan hukum Islam terhadap hutang kopi dibayar cengkih  di 

Desa Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten 

Lampung Utara. 

Bab V : Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Akad 

1. Pengertian Akad 

 Akad berasal dari bahasa Arab al-„aqd yang secara 

etimologi berarti perikatan dan perjanjian
22

 Kata akad 

kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia yang berarti 

janji, perjanjian, dan kontrak.
23

 Menurut Wahbah az-Zuhaili 

akad berarti pengikatan ijab dengan qabul sesuai dengan cara 

yang telah ditentukan oleh syara‟ dan mempunyai akibat 

hukum tertentu bagi pelakunya.
24

 Akad adalah suatu 

perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih 

berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan 

akad.
25

 

Dalam hukum Islam istilah kontrak dan perjanjian adalah 

sama yaitu disebut akad. Dengan demikian, akad dapat 

diartikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah 

satu pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut 

syariah yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya.
26

 Akad 

merupakan suatu kesepakatan bersama baik lisan, isyarat, 

maupun tulisan antara dua pihak atau lebih. 

 

                                                             
22 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), 50.  
23 Abdur Rohman, “Analisis Penerapan Akad Ju’alah Dalam Multi Level 

Marketing,” Al-'Adalah,  Vol. XIII Nomor 2 (Desember 2016): 180, 

https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1856. 
24 Ramli Semmawi, “Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam,” Jurnal 

Ilmiah Al-Syir‟ah, Volume 8 Nomor 2 (Desember 2010): 498–517, 
https://doi.org/10.30984/as.v8i2.23. 

25 Eka Nuraini Rachmawati and Ab Mumin, “Akad Jual Beli Dalam 

Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia,” Jurnal Al-'Adalah, 

Volume 12 Nomor 4 (Desember 2015): 786, 
https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214. 

26 A Rachman “Dasar Hukum Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada 

Perbankan Syariah di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 8 Nomor 2 

(2016): 265–79, https://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3616.  
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2. Dasar Hukum Akad 

a. Q.S Al-Maidah (5) : 1 

                         

                             

 “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah 

janji-janji itu. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali 

yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji 

atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-

hukum sesuai yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-Maidah 

[5] : 1)  

Ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban orang 

yang beriman untuk agar memenuhi janji-janji yang telah 

dibuat sehingga kita selalu dipercaya oleh orang yang 

berhubungan dengan kita. Menepati janji berarti berusaha 

untuk memenuhi semua yang telah dijanjikan kepada 

orang lain di masa yang akan datang. Menepati janji 

merupakan salah satu sifat terpuji yang menunjukan 

keluruhan budi manusia yang mengantarkanya mencapai 

kesuksesan dari upaya yang dilakukan.
27

 

 

b. Q.S Ali-Imran (3) : 76 

                        

 “Sebenarnya barang siapa yag menepati janji 

(yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sungguh, Allah 

mencintai orang-orang yang bertakwa.” ( Q.S. Ali-Imran 

[3] : 76)  

Ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban 

menyempurnakan (menunaikan) semua janji dan kontrak 

                                                             
27 Syahrizal, Pembelajaran Materi Pendidikan Akhlak (Medan: CV. 

Pusdikra Mitra Jaya, 2021), 156-157.  
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yang telah dibuat, demikian pula semua amanat. Apabila 

seseorang meminjam sesuatu untuk dibayar pada waktu 

yang ditentukan kemudian hari, maka wajiblah untuk 

membayarnya dan menunaikan hak kepada mereka yang 

berhak tepat pada waktu yang telah dijanjikan. Dengan 

ayat ini, Allah meyatakan bahwa menyempurnakan janji 

merupakan perbuatan yang mendekatkan kita kepada 

Allah swt. 

c. Dasar akad dalam kaidah fiqh dikemukakan yakni 

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhoan dari kedua 

belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya 

yang diakadkan.”
28

 Maksud dari kaidah di atas bahwa 

keridaan dalam transaksi ekonomi dan bisnis merupakan 

prinsip yang utama. Oleh karena itu, transaksi dikatakan 

sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah 

pihak yang melakukan transaksi.
29

 

 

3. Rukun dan Syarat Akad 

 Rukun dan syarat merupakan hal yang harus terpenuhi 

dalam suatu perjanjian. Rukun adalah unsur-unsur yang 

membentuk terjadinya akad. Tidak adanaya rukun menjadikan 

tidak adanya akad. Pendapat jumhur ulama bahwa rukun akad 

terdiri dari: 

a. Al-Aqidain (pihak-pihak yang berakad) 

b. Ma‟qud Alaih (objek akad) 

c. Sighat al-Aqd (pernyataan untuk mengikat diri) 

d. Tujuan akad.
30

 

 Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang 

disyaratkan untuk terjadinya akad atau perjanjian secara 

                                                             
28 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam 

Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2006), 130.  
29 Teungku Muhammad H. A, Tafsir Al-Qur‟an Majid An-Nur (Cakrawala 

Publishing, 2012), 388.  
30 Tuti Anggraini, Desain Akad Perbankan Syariah, (Medan: Merdeka 

Kreasi, 2021), 23. 
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syara’. Berdasarkan beberapa rukun di atas, agar dapat 

mengikat antar para pihak maka harus memenuhi beberapa 

syarat akad, oleh karena itu rukun dan syarat akad akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Al-Aqidain (pihak-pihak yang berakad) yaitu pihak-pihak 

yang melakukan transaksi, Ulama fiqh memberikan syarat 

atau kriteria yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang 

berakad, yakni ia harus memiliki ahliyah dan wilayah. 

Ahliyah ialah keduanya memiliki kecakapan dan 

kepatutan untuk melakukan transaksi, seperti baligh dan 

berakal.
31

 Berakal disini adalah tidak gila sehingga 

mampu memahami ucapan orang-orang normal. 

Sedangkan baligh artinya mampu membedakan antara 

baik dan buruk dan lain sebagainya.  

Ahliah atau kelayakan yaitu seorang muslim dalam 

menerima pembebanan hukum syara’ dan sifatnya yaitu 

menunjukan seseorang itu telah sempurna jasmani dan 

akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh 

syara’.
32

 Sedangkan wilayah dapat diartikan sebagai hak 

atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas 

syar’i untuk melaksanakan transaksi atas suatu objek 

tertentu. Artinya, orang tersebut merupakan pemilik asli, 

wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia 

memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. 

Berdasarkan kedua syarat diatas, setiap transaksi yang 

tidak memenuhi kedua syarat yaitu ahliyah dan wilayah 

maka orang yang melakukan transaksi atau akad tersebut 

tidak dibenarkan oleh syara‟ dan dinyatakan batal.
33

 

b. Ma‟qud Alaih (objek akad), ialah benda-benda yang 

diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad 

                                                             
31 Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 

24. 
32 Jayusman, “Permasalahan Menarche Dini (Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Konsep Mukallaf),” Yudisia, Volume 5, no. 1 (Juni 2014): 165, 

http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.695. 
33 Ibid., 25.  
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jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang 

yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
34

 Untuk 

dapat dijadikan akad objek akad maka memerlukan 

beberapa syarat sebagai berikut:
35

 

1) Objek akad harus berupa mal mutaqawwin (harta 

yang diperbolehkan oleh syara’ untuk ditransaksikan) 

dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. 

2) Adanya kejelasan tentang objek akad. Artinya, barang 

tersebut harus diketahui secara detail oleh kedua belah 

pihak, hal ini dimaksudkan untuk menghindari 

terjadinya perselisihan dikemudian hari dan objek 

akad tersebut tidak mengandung unsur ghara dan 

bersifat majhul (tidak diketahui). 

3) Objek akad dapat diserahterimakan. 

c. Sighat al-Aqd ialah ijab dan kabul. Ijab ialah permulaan 

penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad 

sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. 

Kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang 

berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Hal-hal 

yang harus diperhatikan dalam shighat al‟-aqd ialah:
36

 

1) Shighat al‟-aqd harus jelas pengertiannya. Kata-kata 

dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki 

banyak pengertian, misalnya seseorang berkata “Aku 

serahkan barang ini”, kalimat ini masih kurang jelas 

sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah 

benda ini diserahkan sebagai pemberian, penjualan, 

atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah: “Aku 

serahkan benda ini padamu sebagai hadiah atau 

pemberian.” 

2) Harus sesuai antara ijab dan qabul. Antara yang 

berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal. 

                                                             
34 Ghazaly, Fiqh Muamalat, 52.  
35 Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah, 27.   
36 Ghazaly, Fiqh Muamalat, 53.   
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3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-

pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak 

karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain 

atau harus saling merelakan. 

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara 

yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga 

cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk 

berakad. Para ulama fiqh menerangkan cara yang 

ditempuh dalam akad, yaitu: 

1) Dengan cara tulisan, misalnya dua pihak yang 

berakad berjauhan tempatnya, maka ijab kabul boleh 

dilakukan dengan tulisan. 

2) Isyarat, bagi orang-orang tertentu, akad atau ijab 

kabul tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan 

tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat 

mengadakan ijab kabul dengan bahasa, orang yang 

tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab 

dan kabul dengan tulisan. Dengan demikian, kabul 

atau akad dilakukan dengan isyarat. 

3) Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain 

dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli 

menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian 

penjual menyerahkan barang yang dibeli. 

d. Tujuan akad ialah maksud pokok mengadakan akad. 

Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad dan 

tujuan akad sangat penting dalam melakukan sebuah akad. 

Menurut Mardani dalam buku fiqh ekonomi syariah 

menjelaskan syarat sahnya suatu akad harus memenuhi 

hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad.
37

 

Rukun akad tersebut ialah: 

1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada rukun akad 

yaitu aqid (pihak-pihak yang berakad), Ma‟uqud alaih 

(benda-benda yang diakadkan), Maudhu al-„aqd 

                                                             
37 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012), 72.  



 

 
 

25 

(tujuan atau maksud pokok mengadakan akad), 

Shighat al-aqd (ijab dan kabul) tujuan pokok akad 

dan kesepakatan. 

2) Akad itu bukan akad yag terlarang, seperti 

mengandung unsur khilaf atau pertentangan, 

dilakukan dibawah paksaan, penipuan, dan 

penyamaran. 

3) Akad itu harus bermanfaat.  

 

4. Macam-macam Akad 

 Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad 

dikelompokan menjadi beberapa macam, antara lain: 

a. Akad dipadang dari sifatnya secara syariat, terbagi 

menjadi empat yaitu: 

1) Akad Sahih, ialah akad yang telah memenuhi semua 

rukun dan syaratnya.
38

 Hukum dari akad sahih ini 

adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang 

ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak 

yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah 

membagi akad sahih ini menjadi dua macam yaitu: 

a) Akad Nafiz, yaitu akad yang bebas dari setiap 

faktor yang menyebabkan tidak dapatnya akad 

tersebut dilaksanakan.
39

 Dengan kata lain, akad 

nafiz adalah akad yang tercipta secara sah dan 

langsung menimbulkan akibat hukum sejak saat 

akad ini terjadi. Atau, akad yang dilangsungkan 

dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak 

ada penghalang untuk melaksanakannya. 

b) Akad mawaquf,  kebalikan dari akad nafiz, adalah 

akad yang tidak dapat secara langsung 

dilaksanakan akibat hukumnya sekalipun telah 

dibuat secara sah, melainkan masih tergantung 

                                                             
38 Ibid., 77. 
39 Ibid., 85. 
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(mauquf) kepada adanya ratifikasi (ijazah) dari 

pihak berkepentingan.
40

 Atau dengan kata lain 

akad mawaquf ialah akad yang dilakukan oleh 

seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia 

tidak memiliki kekuasaan melaksanakan akad itu. 

Misalnya, akad yang dilakukan oleh anak kecil 

yang telah mumayiz (yang sudah bisa 

membedakan mana yang baik dan yang buruk). 

c) Akad Aqd gairu sahih, yaitu sesuatu yang rusak 

pada salah satu unsur dasar (rukun dan syarat), 

seperti jual beli bangkai. Jumhur Ulama 

berpendapat akad yang dilakukan jika tidak 

terpenuhi rukun dan syarat atau kurang salah satu 

rukunnya maka akad itu tidak memberi pengaruh 

apapun dan tidak mengikat terhadap para pihak. 

Sementara itu, ulama Hanafiyah membagi akad 

gairu sahih kepada akad batil dan fasid (rusak). 

(1) Aqd batil ialah akad dimana salah satu 

rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis 

syaratnya juga tidak terpenuhi. Akad seperti 

ini tidak menimbulkan akibat hukum 

perpindahan harta (harga/uang) dan benda 

kepada kedua belah pihak. 

(2) Aqd fasid ialah akad yang semua rukunnya 

terpenuhi, namun ada syarat yang tidak 

terpenuhi. Akibat hukumnya adalah Mawquf 

(berhenti dan bertahan untuk sementara).
41 

d) Aqd Munjiz, yaitu akad yang dilaksanakan 

langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan 

akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah 

pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-

                                                             
40 Ibid. 
41 Ibid., 78. 
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syarat dan tidak pula ditentukan waktu 

pelaksanaan setelah adanya akad.
42

 

e) Aqd Mu‟allaq ialah akad yang didalam 

pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah 

ditentukan dalam akad, misalnya penentuan 

penyerahan barang-barang yang diakadkan 

setelah adanya pembayaran.
43 

b. Akad menurut namanya, terbagi menjadi beberapa yaitu: 

1) Akad Musamma yaitu akad yang ditetapkan nama-

namanya oleh syara’ dan dijelaskan pula hukum-

hukum, seperti: bai‟ijarah, syirkah (persekutuan), 

hibah, kafalah (penanggungan), wakalah (pemberian 

kuasa), mudharabah (bagi hasil), wadiah (penitipan) 

dan lain sebagainya. 

2) Akad Ghairu Musamma yaitu akad yang ditetapkan 

nama-namanya oleh syara’ dan tidak pula dijelaskan 

hukum-hukumnya, akad muncul karena kebutuhan 

manusia dan perkembangan kehidupan masyarakat 

seperti, Aqad istishna bai al-wafa.
44

 

c. Akad dipandang dari berhubungannya pengaruh akad 

terbagi menjadi: 

1) Akad yang bersumber dari sigat yang tidak 

dihubungkan dengan syarat dan masa yang akan 

dating. Akad ini mempunyai implikasi hukum selama 

terpenuhi rukun dan syaratnya, seperti perkataa: “saya 

jual tanah ini pada engkau seharga sekian” yang 

langsung diterima oleh pihak lain. 

2) Akad yang disandarkan pada masa yang akan dating. 

Akad ini mempunyai implikasi hukum bila batasan 

waktu tiba, seperti: “Saya akan menyewa rumah ini 

kepada kamu selama setahun pada minggu depan.” 

                                                             
42 Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada 

Sektor Keuangan Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 56.  
43 Ibid. 
44 Ibid., 59. 
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3) Akad yang dihubungkan dengan syarat, yaitu akad 

yang dihubungkan dengan urusan lain dengan satu 

syarat, misalnya “Jika kamu nanti berpergian kamu 

menjadi wakilku.”
45

 

d. Akad dipandang dari unsur tempo dalam akad, terbagi 

menjadi akad bertempo dan akad tidak bertempo: 

1) Akad bertempo yaitu akad yang didalamnya unsur 

waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur asasi 

ialah bagian dari isi perjanjian. Misalnya, akad sewa 

menyewa, akad penitipan, akad pinjam pakai, akad 

pemberian kuasa, dan lain-lain. Isi perjanjian dalam 

akad sewa menyewa adalah lamanya masa sewa yang 

ikut menentukan besar kecilnya nilai akad. Akad sewa 

menyewa tidaklah mungkin terjadi tanpa ada unsur 

lama waktu dalam persewaan berlangsung. 

2) Akad tidak bertempo yaitu akad di mana unsur waktu 

tidak merupakan bagian dari isi perjanjian. Akad jual 

beli misalnya, dapat terjadi seketika tanpa perlu unsur 

tempo sebagai bagian dari akad tersebut. Bahkan 

apabila jual beli dilakukan dengan utang, 

sesungguhnya unsur waktu tidak merupakan unsur 

esensial, dan bila telah tiba waktu pelaksanaan, maka 

pelaksanaan tersebut bersifat seketika dan pada saat 

itu hapuslah akad dari kedua belah pihak.
46

 

 

5. Berakhirnya Akad 

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya 

sebagai berikut:
47

 

a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad 

tersebut tidak mempunyai tenggang waktu. 

                                                             
45 Ibid., 60.  
46 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, 82.  
47 Ghazaly, Fiqh Muamalat, 58-59.  
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b. Dibatalakan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad 

tersebut sifatnya tidak mengikat. 

c. Akad yang sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap 

berakhir jika: 

1) Jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat unsur-

unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak 

terpenuhi 

2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat 

3) Akad tersebut tidak dilakukan secara sempurna oleh 

salah satu pihak 

4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal 

dunia. 

 

B. Qard (Hutang Piutang) 

1. Pengertian Hutang Piutang 

 Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam 

meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab Undang-

Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “Pinjam 

meminjam adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak 

pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis 

terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak 

kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak 

pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.”
48

 

Utang piutang (qard) menurut bahasa artinya al-qat‟u 

(memotong). Dinamakan demikian karena pemberi utang 

(muqrid) memotong sebagaian hartanya dan memberikannya 

kepada pengutang.
49

 Qard atau utang dalam istilah adalah 

memberikan harta kepada orang yang bisa memanfaatkannya, 

kemudian orang itu mengembalikannya, dan orang itu 

mengembalikan gantinya. Qard merupakan bentuk tolong 

                                                             
48Pasal 1754 KUHPer: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XIII 

tentang Pinjam Habis Pakai 
49Sanawiyah dan Ariyadi, Fiqih Muamalah Menggagas Pemahaman Fiqih 

Kontemporer (Yogyakarta: K-Media, 2021), 8.  
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menolong dan kasih sayang. Nabi menyebutnya sebagai 

anugerah sebab peminjamannya mendapatkan manfaat 

kemudian mengembalikannya kepada yang 

meminjamkannya.
50

 Dalam fiqih terdapat beberapa pendapat 

dari ahli fiqih dan mazhab fiqih. 

Dimyauddin Djuwaini menyebutkan bahwa qard 

merupakan akad khusus pemberian harta kepada orang lain 

dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. Qard 

adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang 

mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka 

waktu tertentu.
51

 Qard adalah pinjaman uang atau modal yang 

diberikan seseorang kepada pihak lain. Pihak yang meminjam 

harus mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah 

yang dipinjam.
52

 

Menurut ulama Malikiyah mengatakan bahwa qard 

merupakan penyerahan harta kepada orang lain yang tidak 

disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya. 

Menurut ulama Hanabilah, qard penyerahan harta kepada 

seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan 

dengan harta yang serupa sebagai gantinya. 

Menurut Mazhab Hanafi, qard adalah harta yang diberikan 

kepada orang lain dengan syarat mengembalikannya dan harta 

itu dalam bentuk mitsli. Pengertian Mitsli adalah barang yang 

tidak berbeda dalam beberapa jenisnya yang bisa menjadikan 

harganya berbeda. Misalnya barang yang ditakar, dihitung, 

dan ditimbang. Adapun barang yang berbentuk selain mitsli 

seperti hewan, kayu, tidak sah untuk dihutangkan.
53

 

                                                             
50 Syaikh Shaleh, Mulkhas Fiqih Panduan Fiqih Lengkap Jilid 2 (Jakarta: 

Pustaka Ibnu Katsir, 2013), 99.  
51 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015), 254. 
52 Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah (Bandung: PT. Refika Aditama, 

2017). 
53 Asmaji Muchtar, Dialog Lintas Mazhab Fiqih Ibadah Dan Muamalah 

(Jakarta: Amzah, 2015), 500. 
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Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah qard mempunyai 

pengertian yang sama dengan As-Salaf, yaitu akad 

kepemilikan untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau 

yang  sepadan.
54

 

Sehingga dengan demikian, hutang piutang (qard) adalah 

adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau 

barang kepada pihak yang berutang dan pihak yang berutang 

menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan 

membayar atau megembalikan harta tersebut dalam jumlah 

yang sama. Selain itu akad dari hutang piutang itu sendiri 

adalah akad yang bercorak ta‟awun (pertolongan) kepada 

pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.
55

  

 

2. Dasar Hukum Hutang Piutang 

 Hutang Piutang pada dasarnya hukumnya mubah atau 

boleh, hukum dasar tersebut dapat berubah sesuai dengan 

kondisi dari pihak yang akan berhutang, dapat berubah 

menjadi wajib apabila orang yang berhutang sangat 

membutuhkannya, sehingga utang piutang sering diidentikan 

dengan tolong menolong.
56

 Pemberian hutang kepada 

seseorang haruslah dengan niat yang tulus untuk beribadah 

kepada Allah swt. Dalam kegiatan muamalah yang berarti 

bahwa saling menjalin hubungan antar sesama manusia 

membutuhkan landasan atau dasar untuk memulainya.
57

 

Adapun yang menjadi dasar hukum hutang piutang yaitu: 

a. Menurut Al-Qur’an 

Dalam Al-Qur’an ketentuan tentang utang piutang 

tidak tercantum secara terperinci. Akan tetapi pemahaman 

                                                             
54 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2015), 274.  
55 Sanawiyah dan Ariyadi, Fiqih Muamalah Menggagas Pemahaman Fiqih 

Kontemporer, 9.  
56 Khumeidi Ja’far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Lampung: 

Permatanet, 2016), 128.  
57 Jayusman, dkk, “Perspektif Maslahah Terhadap Pembagian Keuntungan 

Pada Unit Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu,” Asas Volume 4, no. No 2 

(Desember 2022): 25, https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314. 
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utang piutang dicantumkan dalam bentuk pemaknaan 

tersirat, seperti dalam surat Al-Qur’an sebagaimana 

dibawah ini:  

1) Al-Qur’an surat Al-Hadid (57) : 11  

                        

      

 “Barang siapa meminjamkan kepada Allah 

dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan 

mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan 

baginya pahala yang mulia.” (Q.S. Al-Hadid [57] : 

11) 

Meminjamkan pinjaman kepada Allah swt dalam 

ayat tersebut artinya bahwa Allah menyebutkan 

pinjaman untuk memberitahukan bahwa pahala yang 

dijanjikan atas perbuatan tersebut pasti akan mereka 

dapatkan sebagaimana sesuatu yang dipinjamkan, 

seperti orang yang meminjam pasti akan 

mengembalikan pinjaman tersebut.
58

 

 

2) Al-Qur’an surat Al-Baqarah (2) : 245 

                       

                       

“Barang siapa meminjami Allah 

(menafkahkan hartanya dijalan Allah) dengan 

pinjaman yang baik maka Allah akan melipat ganda 

ganti kepadanya dengan banyak. Dan Allah menahan 

dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu 

dikembalikan.” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 245) 

                                                             
58 Hanif Luthfi, Hutang Antara Pahala Dan Dosa (Jakarta: Rumah Fiqih 

Publishing, 2020), 14.  
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Ayat di atas menggambarkan bahwasannya Allah 

swt mendorong agar umat Islam belomba-lomba 

dalam hal kebaikan, terutama dalam hal menafkahkan 

hartanya dijalan Allah swt. Dan kemudian akan 

diganti dengan balasan yang berlipat-lipat 

kebaikannya. Praktik hutang piutang dalam agama 

Islam dianjurkan untuk menuliskannya, sebagaimana 

firman Allah swt dalam Al-Qur’an : 

كْتُبُوهُ ۚ 
 
ى فأَ سَم ًّۭ ٓ ٱَجَلٍۢ مه لَى

ّ
ذَا ثدََاينَتُُ بِدَيْنٍ ا

ّ
ينَ ءَامَنوُٓا۟ ا ِ لَّذ

 
َا ٱ أٓيَُّه ىـ َ ي

معَْدْلِ ۚ وَلََ يأَبَِ كََثِبٌ ٱَن يكَْتُبَ كََمَ 
 
ذيْنكَُُْ كََثِبٌۢ بِأ وَميَْكْتُب ب

ذمَوُ  ُ ۚ فَ  علَ للَّذ
 
ىٱ ِ لَّذ

 
لْيَكْتُبْ وَميُْمْلِلِ ٱ  

ذوُۥ …٢٨٢ َ رَب للَّذ
 
محَْقه وَميَْتذقِ   ٱ

 
 علَيَْوِ ٱ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila 

kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis diantara kamu 

menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis 

menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah 

telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia 

meuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu 

mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada 

Allah, Tuhannya...,” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 282) 

Ayat di atas merupakan perintah kepada kaum 

muslimin agar memelihara muamalah utang 

piutangnya untuk dituliskan, tujuannya agar apabila 

saat penagihan mudah baginya (pemberi hutang) 

meminta kepada orang yang dihutanginya 

berdasarkan catatan-catatan yang ada.  Anjuran 

penulisan dalam (dalam transaksi) menjadi gugur 

(boleh tidak dilakukan) jika perniagaan itu dilakukan 

secara tunai, sebab tidak ada lagi keraguan yang bisa 
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mendatangkan persengketaan antara kedua pihak yang 

bersangkutan. 

Perintah menulis muamalah pada ayat di atas dapat 

diartikan sebagai amanat untuk membuat perjanjian 

tertulis. Dalam melakukan transaksi hutang piutang, 

sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat di atas yaitu, 

pertama harus dilakukan pencatatan atau penulisan. 

Kedua, harus ada saksi yang adil. Quraisy Shihab dan 

Al-Maraghi sependapat jika transaksi itu berupa jual 

beli, maka diperbolehkan dengan tidak dilakukan 

pencatatan atau penulisan namun menurut M. Quraisy 

Shihab dianjurkan dengan adanya persaksian, 

sedangkan menurut Al-Maraghai adalah wajib adanya 

persaksian.
59

 

 

b. Menurut Hadist shahih riwayat Imam Muslim dari Abu 

Hurairah radhiyallahu „anhu, Rasulullah SAW bersabda: 

ّ صلى الله عليو و سلم   عَنْ ٱَبِِ ىُرَيْرَةَ رَضَِِ اُلله عَنْوُ عَنْ امنذبِِ

ُ عَنْوُ  هيَْا هفَذسَ اللَّذ كاَلَ: "مَنْ هفَذسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ الده

 ُ َ اللَّذ ، يسََّذ َ علََى مُعْسٍَِّ  كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يوَْمِ املِْيَامَةِ، وَمَنْ يسََّذ

هيَْا  هُ اُلله فِِ الده هيَْا وَالْخِٓرَةِ، وَمَنْ سَتَََ مُسْلِما سَتَََ علَيَْوِ فِِ الده

ُ فِِ عَوْنِ امعَْبْدِ مَا كََنَ امعَْبْدُ فِِ عَوْنِ  وَالْخِٓرَةِ ، وَاَللَّذ

 )رواه مسلم…(ٱَخِيوِ 

“Dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW beliau 

bersabda: barang siapa yang melepaskan dari seseorang 

muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan 

kesusahannya pada hari kiamat dan barang siapa yang 

memberikan kemudahan kepada  orang yang sedang 

                                                             
59 Ahmad Musadad, “Konsep Hutang-Piutang Dalam Al- Qur'an (Studi 

Perbandingan Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dan Tafsir Al-

Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)” Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 

Volume 6 Nomor 2 (Agustus 2019): 54–78, https://doi.org/10.21107/dinar.v6i1.6600.  
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mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan 

memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat dan 

barang siapa yang menutupi aib seseorang muslim di 

dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan 

akhirat dan Allah akan senantiasa menolong hambanya 

selama hamba itu menolong saudaranya…” (HR. 

Muslim)
60

 

Dari hadist di atas dapat dipahawi bahwa memberi 

kemudahan pada orang yang membutuhkan dan 

memudahkan urusan seseorang yang sedang dalam 

kesulitan Allah swt akan memberikan kemudahan di 

dunia dan akhirat.
61

 Hadits di atas menerangkan bahwa 

qard merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan 

diberi imbalan oleh Allah swt, qard juga merupakan 

perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan 

beban orang  lain.
62

  

Meskipun demikian, hutang piutang juga mengikuti 

hukum taklifi, yang terkadang dihukumi boleh, makruh, 

wajib, dan terkadang haram. Hukum dari pemberian 

hutang yang awalnya hanya dibolehkan yang bisa 

menjadi suatu hal yang diwajibkan jika diberikan kepada 

orang yang sangat membutuhkan. 

Hukumnya haram jika hutang piutang tersebut untuk 

melakukan maksiat, misalnya untuk membeli narkoba, 

berjudi atau yang lainnya. Dan hukumnya boleh jika 

untuk menambah modal usahanya. Haram bagi pemberi 

hutang mensyaratkan tambahan pada waktu akan 

dikembalikannya hutang. Hutang piutang dimaksudkan 

untuk saling tolong menolong terhadap mereka yang 

sedang menghadapi suatu kesulitan dan membutuhkan 

biaya untuk memenuhi kebutuhannya. Hadist yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Majah nnomor 2422 : 

                                                             
60 Luthfi, Hutang Antara Pahala dan Dosa, 15. 
61 Ibid. 
62 Ahmad Wardi Musclich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), 277.  
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ُ علَيَْوِ  ِ صَلىذ اللَّذ عَنْ ٱَبِيوِ عَنْ ٱَوسَِ بْنِ مَالٍِِ كاَلَ كاَلَ رَسُولُ اللَّذ

َ رَٱَيتُْ ميَْلَََ  دَكةَُ بِعَشِْْ وَسَلمذ ٱُسِْْيَ بِِ علََى بََبِ امْجَنذةِ مَكْتُوبًَ امصذ

ٱَمْثاَمِيَا وَاملَْرْضُ بِثمََاهِيَةَ عَشََْ فلَُلْتُ يََ جِبِْْيلُ مَا بََلُ املَْرْضِ 

تَلْرِضُ  ائِلَ يسَْأَلُ وَعِنْدَهُ وَاممُْس ْ دَكةَِ كاَلَ لَِنذ امسذ ٱَفْضَلُ مِنْ امصذ

تَ  لَذ مِنْ حَاجَةٍ لََ يسَ ْ
ّ
 لْرِضُ ا

Dari Anas bin Malik ia berkata, "Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada malam aku 

diisrakan aku melihat di atas pintu surga tertulis 

'Sedekah akan dikalikan menjadi sepuluh kali lipat, dan 

memberi pinjaman dengan delapan belas kali lipat'. 

Maka aku pun bertanya: "Wahai Jibril, apa sebabnya 

memberi hutang lebih utama ketimbang sedekah?" Jibril 

menjawab: "Karena saat seorang peminta meminta, 

(terkadang) ia masih memiliki (harta), sementara orang 

yang meminta pinjaman, ia tidak meminta pinjaman 

kecuali karena ada butuh." (HR. Ibn Majah)
63

 

Dalam hadits di atas menjelaskan bahwa bisa jadi 

pinjaman yang kita berikan kepada orang yang sedang 

membutuhkan, lebih besar pahalanya daripada pahala 

sedekah. Karena orang yang meminjam, biasanya dalam 

keadaan butuh, sehingga pinjaman yang kita berikan 

lebih tepat guna. 

Berdasarkan beberapa uraian yang menjadi dasar 

hukum hutang piutang di atas baik dari firman Allah swt 

dan hadist, hutang piutang merupakan salah satu betuk 

akad yang disyari’atkan hukum Islam dengan 

melonggarkan kesempitan hidup orang lain, merupakan 

perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala dari 

Allah swt. Secara otomatis hutang piutang merupakan 

tindakan yang disunahkan menurut hukum Islam, jika 
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dilakukan sesuai dengan batasan-batasan yang 

diperbolehkan oleh syara‟.  

c. Menurut Ijma 

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh 

dilakukan. Kesepakatan para ulama ini didasari pada 

tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan 

dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang 

memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, 

hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan 

didunia ini. Islam adalah agama yang sangat 

memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.
64

 Islam 

mempunyai prinsip-prinsip dalam kegiatan muamalah 

yaitu harus terbebas dari  unsur darar atau bahaya, 

ketidakjelasan dan merugikan atau tidak adil terhadap 

salah satu pihak.
65

 

 

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang 

a. Rukun Hutang Piutang 

1) Aqid yaitu orang yang mempunyai hutang piutang, 

yang terdiri dari (muqrid) pemberi hutang dan 

(muqtarid) penerima hutang. 

2) Ma‟qud „alayh ialah barang yang diutangkan. 

3) Shighat al-aqd yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau 

sesuatu persetujuan antara kedua belah pihak akan 

terlaksananya suatu akad. 
66 

 

 

                                                             
64 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Pustaka Amam, 2003), 

17.  
65 Jayusman, Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, “Analisis Keputusan 

Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 

Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing,” Asas Vol 13, no. No 2 (2021): 8–9, 
https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276. 

66 Sanawiyah dan Ariyadi, Fiqih Muamalah Menggagas Pemahaman Fiqih 

Kontemporer, 17. 
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b. Syarat Hutang Piutang 

Hutang  piutang dianggap telah terjadi apabila sudah 

terpenuhi rukun dan syarat dari hutang piutang itu sendiri. 

Rukun adalah unsur terpenting dari sesuatu, sedangkan 

syarat adalah prasyarat dari sesuatu tersebut. Sedangkan 

syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan 

hutang piutang yaitu:
67

 

1) Aqid (orang yang berutang piutang). Orang yang 

berutang dan yang memberikan hutang dapat 

dikatakan sebagai subyek hukum. Sebab yang 

menjalankan praktik hutang piutang adalah mereka 

berdua, untuk itu diperlukan orang yang mempunyai 

kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. 

Syarat-syarat yang harus dimiliki kedua belah pihak 

(subyek), yaitu orang yang memberi hutang dan orang 

yang berpiutang adalah sebagai berikut: 

a) Orang tersebut telah sampai umur (dewasa) 

b) Berakal sehat 

c) Orang tersebut mau dan bisa berfikir. 

Seseorang dapat dipandang mempunyai kecakapan 

melakukan perbuatan hukum apabila telah sampai 

masa tamyiz, yaitu telah mampu menggunakan 

pikirannya untuk membedakan hal yang baik dan 

buruk, yang berguna dan tidak berguna, terutama 

dapat membedakan jenis kelamin laki-laki dan 

perempuan. Imam Syafi’i mengungkapkan bahwa 

empat orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil 

(baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum 

mumayyiz) orang gila, hamba sahaya, walaupun 

mukallaf dan orang buta. Sedangkan dalam al-Fiqhu 

al-sunnah dikatakan bahwa akad orang gila, orang 

mabuk, dan anak kecil yang belum mampu 
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membedakan atau memilih mana yang baik dan mana 

yang buruk tidaklah sah akadnya. 

Sedangkan untuk anak yang sudah bisa 

membedakan atau memilih akadnya dinyatakan sah, 

hanya keabsahannya tergantung kepada izin walinya. 

Disamping itu, orang yang berutang piutang 

hendaklah orang yang mempunyai kebebasan 

memilih, artinya bebas untuk melakukan akad 

perjanjian yang lepas dari paksaan dan tekanan.  

2) Objek hutang atau objek yang dijadikan hutang 

piutang adalah satu hal lain dari rukun dan syarat 

dalam transaksi hutang piutang, disamping adanya 

ijab qabul dan pihak-pihak yang melakukan hutang 

piutang tersebut, perjanjian hutang piutang itu 

dianggap terjadi apabila terdapat objek yang mejadi 

tujuan diadakannya utang piutang. 

Mengenai obyek (benda) yang digunakan dalam 

hutang piutang (qard), Ulama Hanafiyah berpendapat 

bahwa qard dipandang sah pada harta mitsil, yaitu 

sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang 

meyebabkan perbedaan nilai. Benda yang dibolehkan 

adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau 

dihitung. Qard selain dari perkara di atas dipandang 

tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap 

ditanah, dan lain-lain.
68

 Untuk itu objek hutang 

piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

a) Merupakan benda bernilai yang mempunyai 

persamaan dan penggunannya mengakibatkan 

musnahnya benda hutang 

b) Dapat dimiliki 

c) Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang 

d) Telah ada pada waktu pejanjian dilakukan. 
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3) Sighat al-aqd atau ijab dan qabul. Syarat-syarat yang 

harus dipenuhi dalam akad (qard) yaitu : 

a) Besarnya pinjaman (qard) harus diketahui takaran 

atau jumlahnya 

b) Sifat pinjaman (qard) harus diketahui jika dalam 

betuk hewan 

c) Pinjaman (qard) berasal dari orang yang layak 

dimintai pinjaman. Tidak sah apabila berasal dari 

orang yang tidak memiliki sesuatu yang tidak bisa 

dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya. 

 

4. Etika Dalam Transaksi Hutang Piutang 

Adab atau etika yang harus diperhatikan dalam masalah-

masalah hutang piutang, yaitu:
69

 

a. Etika bagi pemberi hutang 

1) Pihak yang menghutangkan wajib memberi tempo 

pembayaran bagi yang meminjam agar ada 

kemudahan untuk membayar. 

2) Tidak diperbolehkan menagih sebelum tiba waktu 

pembayaran yang ditentukan bersama. 

3) Sebaiknya menagih degan sikap yang lembut dan 

penuh pemaaf. 

4) Memberikan perpanjangan waktu kepada orang yang 

sedang kesulitan dalam melunasi utangnya setelah 

tiba waktu pembayaran. 

b.  Etika bagi orang yang berhutang  

1) Berhutang degan niat yang baik, tidak diperbolehkan 

berhutang degan niat yang buruk seperti ingin 

berfoya-foya, berhutang dengan niat meminta karena 

jika meminta tidak diberi, maka digunakan istilah 
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hutang agar mau memberi dan berhutang dengan niat 

akan melunasi.  

2) Diwajibkan kepada orang yang berhutang untuk 

segera mungkin melunasi hutangnya kepada orang 

yang memberikan hutang tatkala  ia telah mampu 

melunasinya.  

3) Pemberi hutang tidak boleh megambil keuntungan 

atau manfaat dari pihak yang berhutang dalam bentuk 

apapun. Pinjaman yang berbunga adalah haram 

berdasarkan Al-Qur’an dan as-Sunnah. Keharaman itu 

meliputi segala macam bunga atau manfaat yang 

dijadikan syarat oleh orang yang memberikan hutang 

kepada  pihak yang berhutang. 

Uraian di atas menjelaskan bahwa seseorang yang 

berhutang ataupun yang memberikan hutang harus 

memililiki etika  dalam perjanjian hutang piutangnya 

yang mana harus memenuhi syarat yang telah 

ditentukan menurut syara‟. Oleh sebab itu pihak-

pihak yang terlibat dalam hutang piutang harus 

mentaati peraturan yang telah ditetapkan. 

 

5. Berakhirnya Akad Hutang Piutang 

Akad hutang piutang akan berakhir apabila objek pada 

orang yang meminjam telah diserahkan atau dikembalikan 

kepada pemberi hutang sebesar pokok pinjaman, pada jatuh 

tempo atau waktu yang telah disepakati diawal perjanjian. 

Dan pengembalian (qard) hendaknya dilakukan ditempat 

terjadinya akad hutang piutang itu berlangsung. Tetapi apabila 

pihak pemberi hutang meminta pengembalian hutang di 

tempat yang ia kehendaki maka dibolehkan selama tidak 

menyulitkan pihak yang berhutang. Akad hutang piutang juga 

berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad 

karena alasan tertentu. Dan apabila orang yang berhutang 

meninggal dunia maka qard atau pinjaman yang belum 

dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya 
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